
Copyright © 2023 pada penulis 

Madaniya, Vol. 4, No. 4, November 2023 

https://madaniya.biz.id/journals/contents/article/view/604 

1667 

Pemberdayaan Perekonomian Desa Adat Melalui 

Pendampingan Rancangan Sistem Akuntansi BUPDA 
 

Ni Luh Putri Setyastrini 1, I Nyoman Darmayasa 2*, Putu Adi Suprapto 3,  
I Made Adhi Wirayana 4, Ni Nyoman Harini Puspita 5 
 
1–5 Politeknik Negeri Bali 
 
* nyomandarmayasa@pnb.ac.id 

 

Abstrak 

Masyarakat di Bali terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat dinas. Mengacu pada 
publikasi data Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat kondisi per 
Maret 2023 terdapat 636 Desa Dinas dan 1.493 Desa Adat. Desa Adat di Bali memiliki 
potensi dan peluang di bidang perekonomian yang perlu ditata pemanfaatannya dan 

pengelolaannya secara sistematis melalui suatu sistem perekonomian Adat yang 
merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional guna mewujudkan kehidupan 
Krama Desa Adat yang sejahtera dan bahagia, berdaulat secara politik, berdikari 
secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Wadah pengelolaan potensi 
desa Adat untuk meningkatkan perekonomian Adat berupa Baga Utsaha Padruwen 
Desa Adat (BUPDA). Diperlukan pengembangan sistem informasi akuntansi yang 

sesuai dengan karakteristik Desa Adat. Pengabdian ini bertujuan untuk merancang 
dan melakukan pendampingan sistem akuntansi BUPDA. Pengabdian ini melibatkan 

lima anggota dengan berbagai disiplin ilmu yaitu akuntansi, hukum, dan sistem 
informasi. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kombinasi tiga pendekatan yaitu 
Participatory Action Research (PAR), technical assistance, dan transfer knowledge. Pada 
tahapan PAR menghasilkan usulan rancangan sistem akuntansi berbasis Standar 
Akuntansi Entitas Mikro kecil Menengah. Pada tahapan technical assistance 
menghasilkan konsep dan rancangan sistem akuntansi yang sesuai dengan 
karakteristik dan ketentuan pengelolaan BUPDA. Pada tahap transfer knowledge 
bersifat reciprocal, dalam artian tim pengabdian memperoleh banyak pengetahuan 
dari pengelola BUPDA terkait potensi lokal dan nilai lokal sedangkan pengelola 
BUPDA memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang 

terstandarisasi sebagai wujud tata kelola yang profesional. 

Kata Kunci: BUPDA, desa adat, green local wisdom, sistem akuntansi, tata kelola 

Pendahuluan 

Keberadaan Desa Adat menjadi benteng penjaga nilai-nilai adat dan budaya Bali 
(LPLPD, 2022a;Sanjaya et al., 2019). Melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Desa Adat di Bali (Provinsi Bali, 2019), keberadaannya semakin memberikan 
peran tidak terbatas pada menjaga nilai adat dan budaya namun diarahkan memperkuat 
perekonomian Desa Adat. Masyarakat di Bali terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat 

dinas. Mengacu pada publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pemajuan 
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Masyarakat Adat (DPMA) kondisi per Maret 2023 terdapat 636 Desa Dinas dan 1.493 Desa 
Adat (BPS Provinsi Bali, 2023). Desa Adat di Bali memiliki potensi dan peluang di bidang 
perekonomian yang perlu ditata pemanfaatannya dan pengelolaannya secara sistematis 
melalui suatu sistem perekonomian Adat yang merupakan bagian dari sistem 
perekonomian nasional guna mewujudkan kehidupan Krama Desa Adat yang sejahtera 
dan bahagia, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian 
dalam kebudayaan. 

Lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi 
Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali perlu menetapkan pedoman dan 
mekanisme pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) diatur dengan 
Peraturan Daerah. Pengaturan BUPDA berasaskan: a. kawigunan (kemanfaatan); b. 

padumpada (keadilan); c. manyama-braya (kekeluargaan); d. gilik-saguluk (kebersamaan); 
e. parasparo (musyawarah); f. salunglung sabayantaka (kegotongroyongan); g. Bali 
mawacara (kesatuan Bali); h. Desa mawacara (tradisi setempat); i. sareng-sareng 
(partisipasi); j. satyagraha (kemandirian); k. pangunadikaan (pemberdayaan); dan l. 
melanting (keberlanjutan). Pengaturan BUPDA berdasarkan Hukum Adat. 

Bercermin dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, 
Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (Provinsi Bali, 2022) sebagai 
tindak lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, beberapa desa adat telah 
membentuk BUPDA. Pembentukan BUPDA sebagai kekuatan penggerak perekonomian 
Desa Adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sehat, kuat, bermanfaat, dan 

berkelanjutan dengan mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa 
Adat dalam rangka ikut mewujudkan Pancakreta dan menunjang pelaksanaan 
Pancayadnya di Desa Adat, serta melestarikan, memperkuat, dan memajukan Desa Adat 
di Bali. Pengaturan BUPDA bertujuan agar pengelolaan BUPDA dilakukan secara 
profesional dengan tata kelola berdasarkan Hukum Adat dan modern yang menerapkan 
prinsip-prinsip nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali, tata kelola usaha yang 

baik, kehati-hatian, dan praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini agar BUPDA 
tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi Desa 
Adat. Saat ini, nilai lokalitas menjadi pengikat kebersamaan masyarakat dalam keseharian 
dan menjadi nilai kewirausahaan masyarakat (Abdi et al., 2022; Darmayasa et al., 2021; 
Dewi, 2021; Fajarini, 2014). 

Desa Adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan 
sosial, budaya, adat, dan keagamaan. Ketika terdapat amanat dari Peraturan Daerah 
Provinsi Bali No. 4 Tahun 2022 menuntut adanya tata kelola kelembagaan BUPDA yang 
profesional dan modern. Menjadi perhatian serius kami dari tim pengusul yang memiliki 
ketulusan untuk ngayah pada Desa Adat di Bali, memandang terdapat kebutuhan 
mendesak dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali yang disampaikan 
kepada tim pengusul beberapa kali dari proses audensi pengabdian hibah modal pertama 
LPD tahun 2022 (LPLPD, 2022b) terhadap suatu rancangan sistem informasi akuntansi 
BUPDA. 

Manfaat pengabdian ini terbagi menjadi manfaat terhadap DPMA dan manfaat 
terhadap Desa Adat di wilayah Bali yang berjumlah 1.493 Desa Adat. Manfaat bagi DPMA, 

berupa tersedianya tata kelola dan sistem informasi akuntansi yang mengacu pada 
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Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2022 dan Keputusan Pasamuhan Agung II 
MDA Bali Tahun 2021 Nomor: 07/KEP-PSM.II/MDA- BALI/X/2021. Manfaat bagi BUPDA 
pada masing-masing Desa Adat sebagai salah satu tempat transfer teknologi berupa 
peningkatan pemahaman tata kelola BUPDA yang profesional dan modern. Manfaat 
lainnya terkait dengan peningkatan pemahaman sistem informasi akuntansi. 

Dampak terhadap sosial ekonomi Desa Adat di Bali berupa meningkatnya 
pertumbuhan BUPDA yang menjadi amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 
2022. Peningkatan jumlah BUPDA yang memahami tata kelola profesional dan modern 
pengelolaan BUPDA diyakini mampu mengantarkan pada terbentuknya BUPDA-BUPDA 
pada Desa Adat lainnya. Manfaat turunan dari meningkatnya jumlah BUPDA pada 
peningkatan efektivitas operasional melalui pengambilan keputusan pengelola BUPDA. 

Sistem informasi akuntansi BUPDA membantu akselerasi penyusunan laporan keuangan 
dasar pengambilan keputusan pengelola BUPDA. 

Metode Pelaksanaan 

Pengabdian ini menggunakan kombinasi tiga pendekatan yaitu Participatory Action 
Research (PAR), technical assistance, dan transfer knowledge. Tahapan kegiatan sedikitnya 
terbagi menjadi sembilan tahapan kegiatan, yaitu: 

1. Identifikasi kebutuhan BUPDA 
2. Perancangan sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA 
3. Sprint planning, development, & review sistem tata kelola dan sistem informasi 

akuntansi BUPDA 
4. Testing dan evaluasi sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA 
5. Perbaikan dan pengembangan sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi 

BUPDA 
6. Validasi sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA 
7. Launching sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA 
8. Transfer teknologi sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA 
9. Pendamping Pemberdayaan sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi 

BUPDA 

Mengacu pada sembilan tahapan kegiatan tersebut, tahapannya tersebar pada tiga 
kombinasi metode. Uraian masing-masing metode diawali dari Participatory Action 

Research. 

Participatory Action Research (PAR) dikenalkan oleh Lune & Berg (2017) yang terdiri dari 
empat tahapan, yaitu: identifying the research question, gathering the information to answer 
the question, analyzing and interpreting the information, dan sharing the results with the 
participants. Penyusunan rancangan tata kelola dan sistem informasi akuntansi 
melibatkan keahlian lintas disiplin ilmu. Penyusunan tata kelola melibatkan pengusul yang 
memiliki keahlian dalam bidang ilmu hukum. Penyusunan sistem informasi akuntansi 
melibatkan pengusul yang memiliki keahlian teknologi sistem informasi pada program 
studi teknologi rekayasa perangkat lunak. 

Pada tahapan identifying the research question dan gathering the information to answer 

the question, tim pengabdian menekankan peningkatan kualitas data melalui triangulasi 
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data (Aspers & Corte, 2019; Darmayasa & Aneswari, 2015; Hoque et al., 2013). Data 
sekunder berupa data laporan keuangan yang ada saat ini pada BUPDA, selanjutnya 
divalidasi dengan hasil wawancara dengan pengelola BUPDA. Data yang sudah melalui 
proses validasi dijadikan dasar untuk perancangan sistem informasi akuntansi BUPDA. 

Tahapan kedua setelah PAR adalah technical assistance. Tahapan technical assistance 
berupa perancangan secara teknis hasil tahapan PAR sebelumnya. Pengabdian ini 
melibatkan 5 (lima) mahasiswa untuk membantu penyusunan master data BUPDA. 
Mahasiswa yang terlibat dalam pongabdian memiliki latar belakang keahlian perpajakan, 
tata kelola, dan sistem informasi akuntansi. 

Tahapan ketiga setelah PAR dan technical assistance yaitu transfer knowledge. Tahapan 
ini bersifat resiprokal atau saling mengisi. Tim pengabdian memperoleh banyak 

pengetahuan terkait dengan nilai lokalitas sebagai basis pengelolaan BUPDA. Demikian 
juga dengan pengelola BUPDA memperoleh pengetahuan desain rancangan tata kelola 
dan sistem akuntansi BUPDA sesuai dengan SAK EMKM. 

Hasil dan Pembahasan 

Desain sistem informasi akuntansi menunjukkan fitur- fitur mengacu pada laporan 
keuangan sesuai SAK EMKM. Pada tahap konsep, tim pengabdian menyusun alur sistem 
infomasi akuntansi BUPDA mengacu pada SAK EMKM yang disajikan pada Gambar 1. Alur 
sistem informasi akuntansi BUPDA terdiri dari input, proses, dan output. Input diawali 
dengan bukti transaksi yang sudah memenuhi kriteria sebagai bukti transaksi yang sah, 

yang dilanjutkan dengan proses penjurnalan dan buku pembantu penerimaan kas dan 
pengeluaran kas. Proses penjurnalan terhimpun dalam buku besar atau ledger dari 
masing-masing chart of account (COA). 

 

Gambar 1. Input, Proses, dan Output Sistem Informasi Akuntansi BUPDA 

Pertimbangan utama tim peneliti menyusun konsep sistem informasi akuntansi BUPDA 

mengacu pada SAK EMKM lebih pada kesederhanaan jika dibandingkan dengan SAK 
Entitas Privat atau SAK Umum yang lebih komplek (IAI, 2019). Tidak menutup 
kemungkinan pengembangan konsep mengarah ke sana, yang disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan, sesuai dengan prinsip berkembang secara berkelanjutan. 
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SAK EMKM mengisyaratkan minimal terdapat tiga laporan keuangan, laporan posisi 
keuangan, laporan laba rugi, dan CALK (IAI, 2018). Tiga jenis laporan keuangan yang 
dihasilkan disajikan pada bagian output. 

Pada tahapan perancangan, merujuk pada ketentuan pertanggungjawaban BUPDA 
sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022. Akses login diperkenankan 
kepada Pangoreg Pasal 23 (4) dan Pasal 40 dan Kasinoman Pasal 25 (1) dan Pasal 41 
(Provinsi Bali, 2022). Pangoreg terdiri dari manggala atau kepala, patajuh utsaha atau wakil 
kepala bidang bisnis, dan patajuh pangraksa atau wakil kepala bidang umum. Kasinoman 
merupakan penanggungjawab unit usaha BUPDA. Akses login disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Akses Login Sistem Informasi Akuntansi BUPDA 

Pada tahapan perancangan, setelah akses login, dilanjutkan dengan perancangan 

dashboard yang terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan CALK. Dashboard 
ini mengacu pada laporan minimal yang diisyaratkan pada SAK EMKM yang disajikan pada 
Gambar 3 

 

Gambar 3. Dashboard Sistem Informasi Akuntansi BUPDA 

Lebih lanjut, pada tahapan perancangan, disajikan informasi detail dari masing-masing 
fitur sebagai upaya mengurangi asimetri informasi sesuai dengan hasil penelitian Hamzah 
et al. (2019); Lesmana dan Parlina (2021); Panda dan Leepsa, (2017); Xiao et al. (2020); Anas 
dan Oljemark (2021). Fitur laporan posisi keuangan disajikan pada Gambar 4 dan fitur 
laporan laba rugi disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 4. Laporan Posisi Keuangan 

 

Gambar 5. Laporan Laba Rugi 

Desain tampilan rancangan sistem informasi akuntansi, selanjutnya divalidasi oleh 
analis keuangan BUPDA mengacu pada ketentuan pengelolaan BUPDA. Pada tahap ini 
dilakukan pengujian kesesuaian antara rancangan dengan kondisi riil dari salah satu sektor 
usaha BUPDA. Desain tampilan diujicobakan pada jenis-jenis transaksi BUPDA yang 
merupakan bagian dari pelaporan BUPDA. Tim pengabdian melakukan uji coba diawali 
dari proses login yang dilanjutkan dengan uji coba fitur output laporan keuangan pada 
sistem informasi akuntansi BUPDA. Uji coba login dan fitur jenis-jenis laporan keuangan 
disajikan pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Uji Coba Login dan Fitur-fitur 
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Setelah tahapan uji coba login dan fitur-fitur usai, dilanjutkan dengan tahapan data 
pengamatan. Tahapan tersebut menekankan pada upaya menterjemahkan siklus 
transaksi BUPDA dari awal sampai penyajian laporan keuangannya. Proses tahapan 
pengamatan akan dilaksanakan langsung pada salah satu BUPDA percontohan yang 
ditunjuk oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA). 

Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merancang sebuah sistem akuntansi bagi Bhaga 
Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang merupakan salah satu tonggak pemberdayaan 
perekonomian desa adat di Bali. Proses pengembangan sistem akuntansi tersebut telah 
melalui berbagai tahapan diskusi dua arah antara pengembang dan pengguna, namun 

tentu belum sepenuhnya sempurna dikarenakan masih memerlukan banyak perbaikan-
perbaikan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan BUPDA. Ke depannya, 
kegiatan pengabdian masyarakat akan melaksanakan pendampingan pencatatan 
akuntansi ke berbagai BUPDA dengan menawarkan sistem yang telah dibuat. Hal ini 
penting dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian desa adat dalam menggerakkan 
perekonomian desa adat untuk kebutuhan Panca Yadnya yang terjadi di desa adat. 
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